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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Batara Citra Mandiri, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alasan PT Batara Citra Mandiri melakukan pemutusan hubungan kerja 

karena dalam force majeure (keadaan memaksa) dan PHK akibat 

ketidakpatuhan atau sikap indispliner para pekerja yang di PHK. Hal ini 

memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan operasional PT Batara 

Citra Mandiri, memaksa perusahaan melakukan langkah PHK sebagai upaya 

terakhir.  

2. Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) karena force maujeure (keadaan 

memaksa) yaitu:  

a. Penilaian Penilaian dampak keberlangsungan perusahaan karena force 

majeure (keadaan memaksa) 

b. Perundingan dengan serikat pekerja 

c. Memberikan surat keputusan PHK 

d. Menyelesaikan hak-hak pekerja 

Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) karena indisipliner yaitu: 

a. Identifikasi tindakan indisipliner 

b. Pemberian peringatan tertulis 

c. Pemberian surat peringatan terakhir 

d. Perundingan dengan pekerja 
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e. Keputusan PHK 

f. Pembayaran hak-hak pekerja 

g. Penyampaian surat keputusan PHK 

3. Pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK pada PT Batara Citra Mandiri  

Pekerja yang di PHK mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon, dan 

uang penggantian hak, pemberian hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan 

berapa lama mereka bekerja di perusahaan. Bagi pekerja yang dalam tahap 

uji coba pada PT Batara Citra Mandiri yang di PHK mendapatkan haknya 

berupa upah/gaji yang telah diperoleh selama masa kerja tanpa mendapatkan 

pesangon maupun uang penggantian hak karena pekerja masih dalam 

tahapan uji coba di PT Batara Citra Mandiri Padang. 

Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diambil oleh PT Batara 

Citra Mandiri telah sesuai dengan prinsip hukum, prosedur yang transparan, 

serta pertimbangan etika dan keadilan. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah keputusan yang 

sulit, proses yang dilakukan secara profesional dapat meminimalkan 

dampak negatif bagi perusahaan dan pekerja. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya perusahaan lebih mempertimbangkan lagi dalam memPHK 

pekerja, jika pekerja tersebut kurang disiplin berilah teguran terlebih 

dahulu dan memberikan peringatan pertama, peringatan kedua. Jika 

masih dihiraukan barulah dilakukan tindakan PHK. 

2. Jika seorang pekerja yang menduduki posisi jabatan melakukan 

kesalahan yang kecil dalam pekerjaannya jangan langsung di PHK, 
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pekerja tersebut dapat diturunkan jabatannya menjadi pekerja biasa 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. 
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